PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 90 TAHUN 2007
TENTANG
BADAN KOCRDI NASI PENANAMVAN MODAL

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

a.

Mengi
1.

bahwa dal am rangka neningkatkan efektifitas dan efisiensi
pel aksanaan tugas Badan Koordinasi Penananman Mdal untuk
menci ptakan iklim investasi yang kondusif perlu dilakukan
reorgani sasi dan revitalisasi organisasi Badan Koordinasi
Penanaman Modal .

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang
perlu mengatur Kkenbali Badan Koordinasi Penanaman Mbdal
dengan Peraturan Presiden;

ngat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 125,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik [Indonesia Nonmor 4437)
sebagai mana tel ah di ubah dengan Undang-Undang Nonor 8 Tahun
2005 tentang Penet apan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang Nonor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nonmor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daerah
menj adi  Undang- Undang (Lenbaran Negara Republik 1ndonesia
Tahun 2005 Nonor 108, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 4548);

Undang- Undang Nonmor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nonor 67,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4724);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG BADAN KOORDI NASI PENANANMAN MODAL.

(1)

(2)

BAB |
KEDUDUDKAN, TUGAS, DAN FUNGS

Pasal 1

Badan Koordi nasi Penananman Modal yang selanjutnya dalam
Peraturan Presiden ini di sebut BPKM adal ah  Lenbaga
Penerintah Non Departenen yang berada di bawah dan
bertanggung j awab | angsung kepada Presi den.

BKPM di pi npi n ol eh seorang Kepal a.



Pasal 2
BPKM nenpunyai tugas nel aksanakan koordinasi kebijakan dan
pel ayanan di bi dang penanaman nodal berdasarkan ket ent uan
per at uran per undang- undangan.

Pasal 3

Dal am el aksanakan tugas sebagai nana di maksud dal am Pasal 2, BPKM
nmeyel enggar akan fungsi

a. pengkajian dan pengusul an perencanaan penananman nodal
nasi onal ;

b. koor di nasi pel aksanaan kebi jakan nasi onal di bi dang penananan
nodal

C. pengkajian dan pengusul an Kkebijakan pel ayanan penananman
nodal

d. penet apan norna, standar, dan prosedur pelaksanaan kegi atan
dan pel ayanan penananman nodal ;

e. pengenbangan peluang dan potensi penanaman nodal di daerah
dengan nenber dayakan badan usaha;

f. penbuat an peta penanaman nodal di | ndonesi a;

g. koordi nasi pel aksanaan pronosi serta kerjasanma penananan
nodal

h. pengenbangan sektor usaha penanaman nodal nel al ui penbi naan
penanaman  nodal , antara lain neningkatkan kemtraan,

nmeni ngkat kan daya saing, nenciptakan persaingan usaha yang
sehat, dan nenyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam
I i ngkup penyel enggar aan penananman nodal ;

i penbi naan pel aksanaan penanaman nodal, dan penberian bant uan
penyel esai an berbagai hanbatan dan konsultasi pernasal ahan
yang di hadapi penanam nodal dalam nenjalankan kegiatan
penanaman nodal ;

J . koor di nasi dan pel aksanaan pel ayanan terpadu satu pintu;

K. koordi nasi penananman nodal dalam negeri yang nenjal ankan

kegi at an penanaman nodal nya di |uar w | ayah | ndonesi a.

penberi an pel ayanan perizi nan dan fasilitas penanaman nodal ;

m penbi naan dan pel ayanan adm ni strasi umum di bi dang
per encanaan umum ket at ausahaan, organi sasi dan tatal aksana,
kepegawi an pendi di kan dan pel ati han, keuangan, hukum

kear si pan, pengol ahan data dan infornmasi, perlengkapan dan
rumah tangga; dan

n. pel aksanaan fungsi lain dibidang penanaman nodal sesua
dengan ket entuan peraturan perundang-undangan.

BAB | |
ORGANI SAS

Bagi an Kesatu
Sususnan O gani sasi

Pasal 4

BPKM terdiri dari
a. Kepal a



Waki | Kepal a

Sekretariat U ama

Deputi Bi dang Perencanaan Penananman Modal .

Deputi Bi dang Pengenbangan |kl i m Penanaman Modal .
Deputi Bi dang Pronosi Penanaman Modal

Deputi Bi dang Kerjasama Penanaman Modal ;

Deputi Bi dang Pel ayanan Penanaman Modal ;

Deputi Bi dang Pengendal i an Pel aksanaan Penananan Mbdal ;
| nspekt or at .

TTFereano

Bagi an Kedua
Kepal a

Pasal 5

Kepal a nenpunyai tugas nem npi n BKPM dal am nel aksanakan tugas dan
fungsi BKPM

Bagi an Ketiga
Waki | Kepal a

Pasal 6

Waki | Kepala nmenpunyai tugas nenbantu pel aksanaan tugas Kepal a
BKPM

Bagi an Keenpat
Sekretariat Ut ana

Pasal 7

(1) Sekretariat U ama adal ah unsur penbantu pinpi nan yang berada
di bawah dan bertanggung j awab kepada Kepal a BKPM
(2) Sekretariat U ama dipinmpin ol eh Sekretariat U ana.

Pasal 8

Sekretariat Utama nenpunyai tugas nengkoordi nasi kan penbi naan dan
pel ayanan  adm ni strasi umum  di bi dang perencanaan unum
ket at ausahaan, organi sasi dan tatal aksana, kepegawai an, pendi di kan
dan pel ati han, keuangan, hukum Kkearsipan, pengolahan data dan
i nformasi, perl engkapan dan rumah tangga di |ingkungan BKPM

Pasal 9

Dal am nel aksanakan tugas sebagi mana di naksud dalam Pasal 8,
Sekretariat Ut anma nmenyel enggar akan fungsi

a. pengkoor di nasi kan, sinkronisasi, dan integerasi di |ingkungan
BKPM

b. pengkoor di nasi an perencanaan dan perumnusan Kkebijakan teknis
BKPM

C. Penbi naan dan pel ayanan adm ni strasi umum di bi dang

per encanaan umum ket at ausahaan, organi sasi dan tatal aksana,
kepegawai an, pendi di kan dan pel ati han, keuangan, hukum



kear si pan, pengolahan data dan informasi perlengkapan dan
rumah tangga BKPM

d. pengkoor di nasi an penyususnan peraturan perundang-undangan,
pel ayanan dan bantuan hukum yang berkai tan dengan tugas BKPM
e. pengkoor di nasi an dal am penyusunan | aporan BKPM

Bagi an Kel i ma
Deputi Bi dang Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 10

(1) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Mdal adalah unsur
pel aksana sebagian tugas dan fungsi BKPM  di bi dang
perencanaan penanaman nodal yang berada di bawah dan
bertanggung j awab kepada Kepal a BKPM

(2) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Mdal dipinpin oleh
Deputi .

Pasal 11
Deput i Bi dang Perencanaan Penanaman Modal menpunyai t ugas
merunuskan dan nel aksanakan kebijakan di bidang perencanaan
penanaman nodal .

Pasal 12

Dal am nel aksanakan tugas sebagi mana dinmaksud dalam Pasal 11
Deputi Bi dang Perencanaan Penanaman Mddal nenyel enggarakan fungsi

a. pengkajian dan pengusul an perencanaan penananan nodal
nasi onal ;

b. koordi nasi perumusan dan pel aksanaan kebijakan di bidang
per encanaan penananan nodal ;

C. pengkaj i an dan pengusul an kebijakan di bidang perencanaan
penanaman nodal ;

d. penet apan norna, standar, dan prosedur pelaksanaan kegi atan

di bi dang perencanaan penanaman nodal ;

penbuat an peta penanaman nodal di | ndonesi a;

pel aksaaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan ol eh
Kepal a BKPM

0

Bagi an Keenam
Deputi Bi dang Pengenbangan |kl i m
Penanaman Modda

Pasal 13

(1) Deputi Bidang Pengenbangan I|klim Penanaman Mdal adal ah unsur
pel aksana sebagian tugas dan fungsi BKPM  di bi dang
pengenbangan i klim penanaman nodal yang berada di bawah dan
bertanggung j awab kepada Kepal a BKPM

(2) Deputi Bidang Pengenbangan |klim Penanaman Mbdal di pi nmpin
ol eh Deputi .



Pasal 14
Deputi Bi dang Pengenbangan [|klim Penananan Mdal nenpunyai tugas
mer unuskan dan nel aksanakan kebijakan di bi dang pengenbangan ikl i m
penanaman nodal .

Pasal 15

Dal am mel aksanakan tugas sebagi mana dinmaksud dalam Pasal 14,
Deputi Bi dang Pengenbangan |klim Penananan Mdal nenyel enggar akan

fungsi

a. koordi nasi perumusan dan pel aksanaan kebijakan di bidang
pengenbangan i kl i m penananman nodal ;

b. pengkaj i an dan pengusul an kebijakan di bidang pengenbangan
i kI'i m penanaman nodal

C. penet apan norna, standar, dan prosedur pelaksanaan kegi atan
di bi dang pengenbangan ikli m penananan nodal ;

d. pengenbangan potensi dan peluang penanaman nodal di daerah

dengan nenber dayakan badan usaha nel al ui penbi naan penananman
nodal antara |ain neningkatkan kem traan, nmeningkatkan daya
sai ng, nmenci pt akan persaingan usaha yang sehat serta

menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam |ingkup
penyel enggar aan penananman nodal
e. pel aksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

ol eh Kepal a BKPM

Bagi an Ket uj uh
Deputi Bi dang Pronosi Penanaman Modal

Pasal 16

(1) Deputi Bidang Pronosi Penanaman Mdal adal ah unsur pel aksana
sebagi an tugas dan fungsi BKPM dibidang pronosi penananan
nodal yang berada di bawah dan bertanggung |jawab kepada
Kepal a BKPM

(2) Deputi Bidang Pronpbsi Penanaman Mdal di pinpin ol eh Deputi

Pasal 17

Deputi Bidang Pronosi Penanaman Mdal nenpunyai tugas merunuskan
dan nel aksanakan kebijakan di bidang pronbsi penananan nodal .

Pasal 18

Dal am nel aksanakan tugas sebagi amana di naksud dalam Pasal 17,
Deputi Bi dang Pronosi Penanaman Modal nenyel enggar akan fungs

a. koordi nasi perumusan dan pel aksanaan kebijakan di bidang
pronosi penanaman nodal

b. pengkajian dan pengusul an kebijakan di bidang pronosi
penanaman nodal ;

C. penet apan nornma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegi atan
di bidang pronpsi penananan nodal

d. koordi nasi perencanaan dan pel aksanaan pronosi penananan

nmodal ;



e. pel aksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
ol eh Kepal a BKPM

Bagi an Kedel apan
Deputi Bi dang Kerjasama Penananan Mbdal

Pasal 19

(1) Deputi Bi dang Kerjasanma Penanaman Modal adal ah  unsur
pel aksana sebagi an tugas dan fungsi BKPM di bi dang kerjasama
penahaman nodal yang berada di bawah dan bertanggungj awab
kepada Kepal a BKPM

(2) Deputi Bidang Kerjasanma Penananan Mbdal dipinpin ol eh Deputi .

Pasal 20

Deputi Bi dang Kerjasanma Penanaman Mbdal menpunyai tugas merumnmuskan
dan nel aksanakan kebijakan di bi dang kerjasana penananan nodal .

Pasal 21

Dal am nmel aksanakan tugas sebagi mana dimaksud dalam Pasal 20,
Deputi Bi dang Kerjasama Penananman Mdal nenyel enggarakan fungsi

a. koordi nasi perumusan dan pel aksanaan kebijakan di bidang
kerjasama penananman nodal ;

b. pengkaji an dan pengusul an kebijakan di bidang kerjasama
penanaman nodal ;

C. penet apan nornma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegi atan
di bidang kerjasana penananan nodal

d. koor di nasi perencanaan dan pel aksanaan kerjasana penananan
nodal

e. koordi nasi penananman nodal dalam negeri yang nenjal ankan
kegi at an penanaman nodal nya di |uar w | ayah | ndonesi a;

f. pel aksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

ol eh Kepal a BKPM

Bagi an Kesenbi | an
Deputi Bi dang Pel ayanan Penananman Mbdal

Pasal 22

(1) Deputi Bi dang Pel ayanan Penanaman Modal adal ah  unsur
pel aksana sebagi an tugas dan fungsi BKPM di bi dang pel ayanan
penanaman nodal yang berada di bawah dan bertanggung | awab
kepada Kepal a BPKM

(2) Deputi Bidang Pel ayanan Penanaman Modal di pinpin ol eh Deputi .

Pasal 23

Deputi Bi dang Pel ayanan Penanaman Mbdal mnenpunyai tugas merumnmuskan
dan nel aksanakan kebijakan di bi dang pel ayanan penanaman nodal .

Pasal 24



Dal am mel aksanakan tugas sebagi mana dinmaksud dalam Pasal 23,
Deputi Bi dang pel ayanan Penanaman Mdal nenyel enggarakan fungsi

a. koordi nasi perumusan dan pel aksanaan kebijakan di bidang
pel ayanan penananman nodal ;

b. pengkaji an dan pengusul an kebijakan di bidang pelayanan
penanaman nodal ;

C. penet apan nornma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegi atan
di bi dang pel ayanan penananan nodal

d. koordi nasi perencanaan dan pel aksanaan pel ayanan penananan
nodal terpadu satu pintu;

e. koordi nasi pel aksanaan penenpatan perwakil an/ pejabat dari

sektor terkait dan daerah dalam pel ayanan penananan nodal

terpadu satu pintu;

penberi an pel ayanan perizi nan dan fasilitas penanaman nodal ;

g. pel aksanaan tugas sesuai dengan Kkebijakan yang ditetapkan
ol eh Kepal a BKPM

—

Bagi an Kesepul uh
Deputi Bi dang Pengendal i an Pel aksanaan
Penanaman Mdda

Pasal 25

(1) Deputi Bidang Pengendal i an Pel aksanaan Penananman Mbdal adal ah
unsur pel aksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang
pengendal i an pel aksanaan penanaman nodal yang berada di bawah
dan bertanggung j awab kepada kepal a BKPM

(2) Deputi Bi dang Pengendalian Pel aksanaan Penananan Mbdal
di pi mpi n ol eh Deputi .

Pasal 26
Deputi Bidang Pengendal i an Pel aksanaan Penananman Mdal nenpunya

tugas merunuskan dan nel aksanakan kebijakan di bi dang pengendal i an
pel aksanaan penananan nodal .

Pasal 27

Dal am mel aksanakan tugas sebagi mana dimaksud dalam Pasal 26,

Deput i Bi dang Pengendal i an Pel aksanaan Penanaman Modal

menyel enggar akan f ungsi

a. koordi nasi perunusan dan pel aksanaan kebijakan di bidang
pengendal i an pel aksanaan penananan nodal ;

b. pengkaj i an dan pengusul an kebijakan di bidang pengendali an
pel aksanaan penananan nodal ;

C. penet apan nornma, standar dan prosedur pel aksanaan kegi atan di
bi dang pengendal i an pel aksanaan penananan nodal ;

d. penbi naan pel aksanaan penanaman nodal, penberian bantuan

penyel esai an berbagai hanbatan dan konsultasi pernasal ahan
yang di hadapi penanam nodal dalam nenjalankan kegiatan
penanam nodal

e. pel aksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan



ol eh Kepal a BKPM

Bagi an Kesebel as
| nspekt or at

Pasal 28
(1) Inspektorat adal ah unsur pengawasan yang berada di bawah dan
bertanggung j awab kepada Kepal a.
(2) Inspektorat dipinpin oleh |Inspektur
Pasal 29

| nspekt orat nmenpunyai tugas nelaksanakan pengawasan fungsi onal
t erhadap pel aksanaan tugas di |ingkungan BKPM

Pasal 30

Dal am mel aksanakan tugas sebagi mana dinkasud dalam Pasal 29,
| nspekt or at nenyel enggar akan fungsi

a. penyi apan perumnusan kebijakah pengawasan fungsional di
I i ngkungan BKPM
b. pel aksanaan pengawasan ki nerja, keuangan dan pengawasan unt uk
tujuan tertentu atas petunjuk kepal a BKPM
C. pel aksanaan urusan adm ni strasi | nspektorat;
d. penyususnan | aporan hasil pengawasan.
Bagi an Keduabel as
Lain-1ain
Pasal 31

(1) Sekretariat Uama terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Biro,
masi ng-nmasing Biro terdiri dari paling banyak 4 (enpat)
Bagi an, dan masi ng-nmasi ng Bagi an terdiri dari paling banyak 3
(tiga) Subbagi an.

(2) Deputi terdiri dari paling banyak 4 (enpat) Direktorat
masi ng-nmasing Direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga)
Subdi rektorat dan nmasing-masi ng subdirektorat terdiri dari
pal i ng banyak 3 (tiga) Seksi.

(3) Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan
Kel onpok Jabat an Fungsi onal .

Pasal 32

(1) D Lingkungan BKPM dapat di bentuk Pusat-Pusat sebagai unsur
penunj ang tugas dan fungsi BKPM

(2) Pusat dipinmpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan
bertanggung j awab kepada Kepal a nel al ui Sekretaris Ut ana.

(3) Pusat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu)
Subbagi an Tata Usaha, nmasing-nmasing Bidang terdiri dari
pal i ng banyak 3 (tiga) Subbidang.

Pasal 33



D | i ngkungan BKPM dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB | I1
KOM TE PENANAVAN MODAL

Pasal 34

Untuk menggal i pem kiran dan pandangan dari kal angan para pakar,
pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat dal am rangka peni ngkat an
penanaman nodal , BKPM dapat nenbent uk Kom te Penanaman Modal

Pasal 35

Kom te Penanaman Mbdal nenpunyai tugas nenberi kan masukan, saran
pandangan, dan pertinbangan kepada Kepal a BKPM

Pasal 36

Kom te Penanaman Mdal diketuai oleh Kepala BKPM secara ex-
of ficio.

Pasal 37

(1) Keanggotaan Konite Penananman Mddal berjum ah paling banyak 9
(senbi | an) orang.

(2) Keanggotaan Kom te Penananan Mdal sebagai mana di naksud pada
ayat (1) berasal dari kal angan para pakar, pemangku
kepenti ngan dan t okoh nmasyarakat di bi dang penananan nodal .

Pasal 38

Keanggot aan Komite Penanam Mdal di angkat dan di berhenti kan ol eh
Kepal a BKPM

Pasal 39

Dal am nel aksanakan tugasnya, Kom te Penanaman Mddal di dukung ol eh
Sekretariat yang secara ex-officio dilaksanakan ol eh salah satu
unit kerja di |ingkungan Sekretariat U anma BKPM

Pasal 40

Ket ent uan nmengenai keanggot aan Komi te Penanaman Mbdal diatur |ebih
| anj ut ol eh Kepal a BKPM
BAB |V
PERWAKI LAN SEKTOR DAN DAERAH TERKAI T

Pasal 41
(1) Dalam pel aksanaan pelayanan penanaman nodal terpadu satu

pintu, di lingkungan BKPM ditenpatkan perwakilan secara
| angsung dari sektor dan daerah terkait dengan Pejabat yang



menpunyai konpet ensi dan kewenangan

(2) Pejabat sebagi mana di maksud pada ayat (1) bertindak atas nana
dan/atau nmewakili dan/atau nenjadi penghubung dari instans
sektor dan Penerintah Daerah masi ng- masi ng.

(3) Penbinaan kepegawai an Pej abat sebagi mana di maksud pada ayat
(2) dil aksanakan ol eh dan nenjadi kewenangan instansi sektor
dan Penerintah Daerah masi ng- masi ng sebagai instansi induknya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pej abat sebagai perwakil an secara |angsung dari sektor dan daerah
terkait sebagi mana dinmaksud dalam Pasal 41, dalam nel aksanakan
pel ayanan penananan nodal terpadu satu pintu dapat sehari-hari
bertugas di |ingkungan BKPM at au sewakt u-waktu apabila di perl ukan
sesuai dengan kebut uhan

Pasal 43

Pel aksanaan pel ayanan penanaman nodal terpadu satu pintu
di koor di nasi kan dan difasilitasi ol enh BKPM

Pasal 44

Ketentuan |ebih lanjut nengenai tata cara pelayanan penanaman
nodal terpadu satu pintu dan penunjukan Pej abat sebagai perwakil an
secara | angsung dari sektor dan daerah terkait diatur ol eh Kepal a
BKPM

BAB V
TATA KERJA

Pasal 45

(1) Dal am nengkoor di nasi kan pel aksanaan kebi j akan penanaman noda
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BKPM
mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan perwakilan secara
| angsung dari sektor dan daerah terkait secara berkala atau
sewakt u- wakt u apabi | a di but uhkan.

(2) Dalam rapat koordinasi sebagi mana di maksud pada ayat (1),
BKPM dapat negi kut sertakan atau nengundang pi hak-pi hak [ain
yang di perl ukan sesuai dengan kebut uhan.

Pasal 46

Dal am nel aksanakan tugasnya setiap pinpinan satuan organi sasi di
I i ngkungan BKPM waji b nenerapkan prinsip koordinasi, integerasi
dan sinkronisasi, baik di |ingkungan nasing-nmasi ng nmaupun antar
sat uan organi sasi di |ingkungan BKPM serta dengan instansi lain d
| uar BKPM sesuai dengan tugas masi ng- masi ng.

Pasal 47



Setiap pinpinan satuan organisasi wajib nelaksanakan sistem
pengendal i an intern di |ingkungan nmasi ng-nmasi ng yang mnenungki nkan
ter|l aksananya nekani sne uji sil ang.

Pasal 48

Setiap pinpinan satuan organi sasi bertanggung jawab nem npin dan
mengkoor di nasi kan bawahan masi ng- masi ng dan nenberi kan pengar ahan
serta petunjuk bagi pel aksanaan tugas bawahan.

Pasal 49

Dal am nel aksanakan tugas, setiap pinpinan satuan organisasi wajib
nmel akukan penbi naan dan pengawasan terhadap satuan organi sasi di
bawahnya.

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTI AN

Pasal 51
Kepal a BKPM dan Waki| Kepal a BKPM adal ah j abat an negeri .

Kepal a BKPM dan Wakil Kepala BKPM sebagi nana di maksdu pada
ayat (1), dapat dijabat ol eh bukan Pegawai Negeri .

—~
N -
~——

Pasal 52

(1) Kepala BKPM dan Wakil Kepala BKPM yang berasal dari Pegawai
Negeri , Sekretaris Ut anms, dan Deputi adal ah  j abat an
struktural eselon I.a.

(2) Kepala Biro, D rektur, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah

j abatan struktural eselon II.a.
(3) Kepala Bagian, Kepala Subdirekorat dan Kepal a Bi dang adal ah
j abatan Struktural eselon II1.a.

(4) Kepala Subbagi an, Kepala Seksi, dan Kepal a Subbi dang adal ah
j abatan struktural eselon |V.a.

Pasal 53

(1) Kepala BKPM di angkat dan di berhenti kan ol eh Presiden.
(2) Wakil Kepala BKPM Sekretaris Ut anma, dan Deputi diangkat dan
di ber henti kan ol eh Presiden atas usul Kepal a BKPM
(3) Pejabat eselon Il ke bawah diangkat dan diberhenti kan ol eh
Kepal a BKPM
Pasal 54

Pel anti kan Kepal a BKPM di | akukan ol eh Presiden atau Menteri yang
di t ugaskan ol eh Presi den.

Pasal 55

Hal Keuangan, adm nistrasi, dan fasilitas-fasilitas |ain bagi
Kepal a BKPM dan Waki|l Kepal a BKPM yang dijabat ol eh bukan pegawai



negeri di beri kan setingkat dengan jabatan eselon I.a.

BAB VI |
PEMBI AYAAN

Pasal 56

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BKPM
di bebankan kepada Anggaran Pendapat an dan Bel anj a Negar a.

BAB VI 1|
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 57

(1) Pada saat nulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh
j abatan yang ada beserta pejabat yang nenmangku jabatan di
Il i ngkungan BKPM tetap nel aksanakan tugas dan fungsi BKPM
sanpai dengan diatur kenbali berdasarkan Peraturan Presiden
ini.

(2) Sanpai dengan terbentuknya organisasi BKPM secara terinci
ber dasar kan Peraturan Presiden ini, seluruh satuan organi sasi
di lingkungan BKPM tetap nel aksanakan tugas dan fungsi BKPM

BAB | X
KETENTUAN LAI N- LAI' N

Pasal 58

Rincian lebih |anjut nengenai tugas, fungsi, susunan organi sasi
dan tata kerja BKPM ditetapkan ol eh Kepal a BKPM setel ah nendapat
persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bi dang
pendayagunaan apratur negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59
Dengan berl akunya Peraturan Presiden ini , naka :
a. Ket ent uan nengenai BKPM sebagi mana diatur dal am Keputusan
Presiden Nonmor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lenbaga Penerintah Non Departenen sebagai mana tel ah beberapa
kal i diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nonor 64 Tahun

2005;

b. Ket ent uan nengenai Unit O ganisasi dan Tugas Eselon | BKPM
sebagi mana di atur dal am Keputusan Presiden Nonmor 110 Tahun
2001 tentang Unit O ganisasi dan Tugas Eselon | Lenbaga

Penerintah Non Departenen sebagi mana telah beberapa Kkal
di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nonor 52 Tahun
2005;

di cabut dan di nyatakan tidak berlaku | agi .



Pasal 60
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Septenber 2007
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd,

DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO



